
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1554, 2018 KEMENHUB. Pencabutan Permen tentang PSAK 

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 107 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  

NOMOR PM 97 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI 

KEUANGAN (PSAK) POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pedoman sistem akuntansi keuangan Politeknik 

Ilmu Pelayaran Semarang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 97 Tahun 

2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan 

(PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan 

ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 21 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur 

Akuntansi serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual di 

lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

Badan Layanan Umum, bahwa sistem akuntansi masing-

masing Satuan Kerja Badan Layanan Umum ditetapkan 

oleh Menteri Perhubungan; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 97 Tahun 

2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan 

(PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang; 

 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu 

Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1335); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 

tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan Badan Layanan Diklat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818); 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2143); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 97 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN SISTEM 

AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) POLITEKNIK ILMU 

PELAYARAN SEMARANG. 

 

Pasal 1 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 97 Tahun 2011 

tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) 

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Oktober 2018 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 27 November 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,   

 

                ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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